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1. Identifikasi dan Pemetaan Regulasi 

Telah Disampaikan Ringkasan
Evaluasi Peraturan Sekretaris
Jenderal DPR RI Tahun 2010-

2019 ke Para Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama di 

Sekretariat Jenderal DPR RI.

Capaian
Melanjutkan Pemetaan

Regulasi, mengingat
Peraturan Perundang-
Undangan yang terkait

pelaksanaan tugas fungsi
Sekretariat Jenderal DPR RI 

bergerak dinamis.

Rencana Lanjutan





2. Deregulasi Aturan

Kondisi Sebelum Kondisi setelah
Penomoran Produk Hukum 

Perjanjian dan MoU menyebar di 

masing-masing unit.

Penandatanganan dan 

penyampaian nasakah dinas 

dilakukan dengan manual

Penomoran Produk Hukum Terpusat

Penandatanganan dan penyampaian 

naskah dinas dilakukan secara 

elektronik

Berdasarkan hasil evaluasi Persekjen tentang Tata Naskah

Dinas telah ditetapkan Persekjen tentang Tata Naskah Dinas

dan Persekjen tentang Tata Naskah Dinas Elektronik

Capaian





2. Deregulasi Aturan
Rencana Lanjutan

Pembinaan jabatan 

fungsional. 

Tata naskah dinas.

Penilaian Kinerja dan 

Sistem Merit

Melakukan evaluasi terhadap produk hukum terkait:



3. Penguatan Sistem Regulasi Nasional 

1. Integrasi Jaringan
Dokumentasi dan Informasi
Hukum Setjen DPR dengan
Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional.2.Peraturan Sekretaris
Jenderal DPR RI dapat
diakses masyarakat umum
lewat jdih.dpr.go.id

Capaian



Input dan Melengkapi 
Metadata Peraturan-
Peraturan yang telah 

dimasukkan ke JDIH

Rencana Lanjutan



4. Agenda Setting

Telah selesai 
dilaksanakan 

pembahasan 23 (dua 
puluh tiga) Persekjen 

pada Tahun 2021

Identifikasi dan analisis 
usulan Persekjen untuk 

ditetapkan menjadi 
Prioritas Tahun 2022.
Hasil identifikasi dan 

analisis terhadap usulan 
Persekjen dapat diakses 

di Legalitas.

Capaian Rencana Lanjutan




